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TENTANG 

TINDAKAN PENOLAKAN DAN PENCEGAHAN MASUKNYA 
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) 


I. LANDASAN 

1. Berdasarkan laporan dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office Internationale des Epizooties/OIE), 
bahwa sejak awal tahun 2000 sampai saat ini telah terjadi wabah penyakit hewan menular Penyakit 
Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa negara Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Uni Eropa. 

2. Dengan berpedoman pada ketentuan dari OIE (OIE Animal Health ode) dan peraturan perundangan 
yang berlaku di Indonesia, yaitu : 

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan; 

b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan dan Pencegahan Penyakit Hewan; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; 

g. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1997 tentang Karantina Bahan Baku Kulit; 

h. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan 
dan Pengobatan Penyakit Hewan; 

i. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/-6/1988 tentang Peraturan Karantina 
Hewan. 

3. Maka dalam rangka penolakan dan pencegahan masuknya PMK ke wilayah Indonesia telah ditetapkan 
tindakan pengamanannya. 

II. TINDAKAN PENGAMANAN 

A. PELARANGAN MENYELURUH 

Mengingat saat ini di beberapa negara Uni Eropa (Inggris, Irlandia, Perancis dan Belanda) serta di 
negara-negara Amerika Selatan (Uruguay, Peru, Brasil dan Argentina) telah terjadi wabah PMK, telah 
ditetapkan bahwa jenis-jenis komoditi hewan, bahan dan hasil hewan serta bahan-bahan ikutannya yang 
berasal dari seluruh Negara Uni Eropa dan negara-negara Uruguay, Peru, Brasil dan Argentina dilarang 
dimasukkan ke Indonesia. 

Komoditas hewan, bahan dan hasil hewan serta bahan ikutannya tersebut, sebagai berikut : 

1. Hewan, bahan asal dan hasil hewan serta bahan ikutannya 

a. Hewan jenis ruminansia, babi dan sebangsanya 

b. Hewan kesayangan seperti anjing, kucing, kuda dan sebangsanya juga hewan percobaan seperti 
cavia, kelinci, hamster dan mencit. 

c. Hewan jenis unggas termasuk burung 

d. Bahan asal hewan yaitu daging, susu, semen, embrio dan telur 

e. Bahan hasil hewan yaitu kulit, tulang, bulu, wol, tanduk dan kuku yang mentah atau sudah 
diolah. 

f. Organ tubuh, kelenjar, protein dan ekstraks dari ruminansia dan babi 

g. Bahan ikutan hewan seperti kotoran hewan dan pupuk asal hewan. 



2. Bahan baku pakan dan pakan hewan 

a. Bahan baku pakan berasal dari hewan yaitu tepung tulang, daging, darah, dan tepung bulu. 

b. Bahan baku pakan berasal dari biji-bijian, jagung, kacang,kacangan, kedelai dan biji-bijian 
sebagai bahan baku pakan ternak lainnya 

c. Pakan hijauan segar ataupun yang sudah diolah 

d. Pakan jadi dan konsentrat untuk ruminansia dan babi 

e. Pakan jadi yang mengandung bahan asal hewan untuk hewan kesayangan dan unggas 

3. Peralatan dan mesin serta obat-obatan 

a. Peralatan dan mesin peternakan dan pertanian bekas pakai 

b. Obat dan obat hewan yang bahan bakunya berasal dari hewan serta hasil olahannya dari hewan 
ruminansia dan babi 

c. Vaksin, antigen, sera dan antisera yang berkaitan dengan virus Penyakit Mulut dan Kuku 

4. Pelarangan ini berlaku untuk semua komoditi hewan tersebut diatas baik yang diperdagangkan 
maupun sebagai tentengan. 

B. PELARANGAN SEMENTARA 

1. Tindakan pelarangan menyeluruh terhadap pemasukan komoditas hewan, bahan asal dan hasil hewan, 
serta bahan ikutannya tersebut di atas, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya 
pelarangan tertanggal 27 Maret 2001 akan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi wabah 
penyakit dan upaya-upaya pengendaliannya dari masing-masing negara bersangkutan. 

2. Apabila wabah penyakit dapat dikendalikan dan tidak menjalar ke negara lain, maka bagi negara-negara 
yang masih dalam kondisi bebas atau telah dinyatakan bebas PMK oleh OIE maka ketentuan pelarangan 
menyeluruh akan segera dipertimbangkan untuk dibebaskan kembali selama tidak ada ketentuan yang 
menyangkut penyakit lainnya. 

Sedangkan bagi negara-negara yang wabahnya terkendali tetapi belum dinyatakan bebas penyakit oleh 
OIE, maka khusus untuk jenis-jenis produk hewan yang telah melalui pengolahan tertentu dan tidak 
beresiko untuk penularan penyakit serta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku akan 
dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari pelarangan, yaitu : 

a. Hewan, bahan asal dan hasil hewan 

(1) EFnggas dan hasil produk unggas 

(2) Anjing, kucing dan sebangsanya 

(3) Kulit hewan yang sudah diolah (Kulit Wet Blue, Crust dan Kulit Jadi) 

(4) Bulu, wol dan bulu leher yang sudah diolah 

b. Bahan baku dan pakan hewan 

(1) Biji-bijian untuk bahan baku pakan yang telah diolah 

(2) Pakan hewan untuk hewan kesayangan yang tidak mengandung bahan asal ternak ruminanisa 
dan babi 

(3) Tepung bulu unggas yang sudah diolah 

c. Susu olahan 

Susu olahan berupa susu bubuk, skim, krim, mentega, keju, yoghurt dan susu UHT serta susu yang 
telah diolah dengan bahan makanan seperti coklat dan biskuit yang tidak mengandung bahan asal 
hewan lainnya 

d. Peralatan dan mesin serta obat-obatan 

(1) Alat-alat dan mesin peternakan dan pertanian 



(2) Obat dan vaksin yang tidak berkaitan dengan Penyakit Mulut dan Kuku yang dalam produksinya 
tidak berhubungan dengan hewan ruminansia dan babi 

(3) Obat-obatan untuk keperluan kedokteran umum dan kepentingan penelitian yang disesuaikan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Pertimbangan terhadap produk-produk tertentu sebagaimana tercantum dalam butir B1 dan B2 tersebut 
di atas yang dikeluarkan dari pelarangan, berlaku pula terhadap bahan-bahan yang berasal dari negara- 
negara yang tidak sedang terjangkit wabah. 

C. PEMBEBASAN MENYELURUH 

Hewan, bahan asal dan hasil hewan serta bahan ikutannya seperti dimaksud pada butir A, dapat 
dipertimbangkan pembebasannya secara menyeluruh dari pelarangan yaitu apabila negara-negara 
bersangkutan telah mendapat pernyataan resmi bebas Penyakit Mulut dan Kuku serta penyakit hewan 
menular lain (daftar A) dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties). 

III. HIMBAUAN 

Kepada Lembaga-lembaga Pemerintah maupun Swasta dan pihak-pihak yang berkaitan dengan surat edaran 
ini dihimbau untuk dapat mentaatinya dan dapat membantu dalam upaya penolakan dan pencegahan 
masuknya Penyakit Mulut dan Kuku ke wilayah Indonesia. 

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat diketahui dan dimaklumi oleh semua yang berkepentingan. 
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